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Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintah daerah. PAD
memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai
PAD sangat tergantung pada kapasitas perpajakan kabupaten/kota yang bersangkutan. Penelitian ini
untuk mengetahui peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam
peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, serta upaya Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah
Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
diantaranya dengan dengan melakukan pemanfaatan terhadap pendapatan yang berasal dari pajak
daerah dan retribusi daerah. Hambatannya diantaranya : (1) Pajak Reklame, yaitu kurangnya jumlah
petugas, kurangnya pemahaman wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak. (2) I1zin Mendirikan
Bangunan (IMB), yaitu sebagian besar masyarakat masih bingung tentang permohonan pengajuan
IMB, kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan bangunannya, serta perpindahan pelayanan lzin
Mendirikan Bangunan. Upayanya antara lain : (1) Pajak Reklame yaitu melaksanakan monitoring
terhadap reklame, perlunya pembinaan yang dilakukan petugas terhadap wajib pajak, dan Perlunya
mengetahui setiap perusahaan yang memasangreklame. (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu
peningkatan pelayanan,memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada dalam memberikan pelayanan
maksimal kepada masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengusaha untuk
mendaftarkan bangunan yang dimiliki.

Kata kunci: Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,pendapatan asli daerah.
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1. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPMPTSP)
merupakan unsur pelaksana urusan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal di
KotaMedan dengan sasaran strategis meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan
perizinan di Kota Medan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kota Medan.

Pendelegasian sebagiankewenangan perizinan ke DPMPTSP Kota Medan berdasarkan
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian
Wewenang Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. DPMPTSP Kota Medan diberikankewenangan
mengelola penerbitansebanyak 144 izin. Baik perizinan yang diproses oleh DPMPTSP Kota
Medan dan juga penerbitan izin yang diberikansetelah melalui pertimbangan teknis dari
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti perizinan IMB dengan Dinas Perumahan,
KawasanPermukiman, dan Penataan Ruang, perizinan lingkungan dengan Dinas Lingkungan
Hidup, dan perizinan pelataran parkir dengan Dinas Perhubungan (Pasal 6 ayat 2 Perwali
Kota Medan No. 41 Tahun 2018).

Berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2018tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Electronic melaluisystem Online Single Submission (OSS)
yang dilaksanakan olehKementerian Koordinator BidangPerekonomian sejak tanggal 9 Juli
2018, kemudian sejak 2 Januari 2019 dialihkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) yang mencakup operasional layanan perizinan berusaha berbantuan dan
operasional Sistem OSS. Dengan adanya pengalihan sebahagian perizinan ini sangat
berdampak terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Dengan semakin besarnya
kebutuhan untuk melaksanakan pemerintahan pada kota Medan, maka diperlukan upaya
yang semaksimal mungkin dalam menggali potensi sumber penerimaan. PAD sebagai
sumber kemandirian penerimaan daerah terus diupayakan sehingga mampu membiayai
beban pembiayaan daerah, baik dalam pelaksanaan pemerintahan maupun dalam
pembangunan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalahpenelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis
(empiris). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data dalam
penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data
menggunakan Studi lapangan(field research) dan Studi kepustakaan (library research). Data
yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan
masalah. Untuk mengelolahdata yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peran Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah KotaMedan
Pelayanan perizinan di Medan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan unsur melalui Sekertaris Daerah. Pasal 12
ayat (2) Peraturan Walikota Medan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi,
Tata Kerjam Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah menjelaskan bahwa
tugas dan fungsi pokok DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Medan adalah sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan urusanpemerintahan daerah dalam bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
2. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;
3. Pembinaan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

Jurnal Homepage: http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum 2



Jurnal llmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM)]
Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, hal 1-9
ISSN: 2808-6708

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Pelayanan administrasi yangdiberikan oleh Dinas PMPTSP Kota Medan dalam
perizinan berusaha melalui sitem online single submission telah mengarah pada tujuan dari
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Secaraumum, tidak ada
permasalahan didalampelayanan administrasi yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP terhadap
perizinanberusaha melalui sistem online singlesubmission. Namun demikian, penyesuaian
perubahan kebijakan darisistem perizinan berusaha yang dahulu dengan perizinan berusaha
yangterintegrasi secara elektronik atau online single submission masih dalam tahap awal,
sehingga dituntut keseriusan pemerintah daerahkhususnya Dinas PMPTSP Kota Medan
untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, disinilah peran pemerintah daerah Kota
Medan untuk menjalankan OSS dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Peranan suatu intitusi atau lembaga, dalam hal ini Dinas PMPTSP Kota Medan dapat
dilihat dariwewenang, fungsi tugas nyaberdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun
2016. Sehingga berdasarkan pengertian peran, maka peranan Dinas PMPTSP Kota Medan
disini dapatdiartikan sebagai apa yangdilaksanakan oleh Dinas PMPTSP KotaMedan dalam
perizinan berusaha melalui sistem online single submission yang diatur berdasarkan
wewenang, fungsi, dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinas
PMPTSP Kota Medan melaksanakan konsep peran dalam pelayananperizinan berusaha
kepada para pelaku usaha yang akan melakukan permohonan perizinan berusaha sebagai
regulator, fasilitator, dan evaluator. Peranan Dinas PMPTSP Kota Medandalam pemberian
perizinan berusaha membentuk tim teknis yang mempunyai wewenang untuk memberikan
saran pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan izin.

Peranan Dinas PMPTSP sebagaifasilitator adalah dengan membantu para pelaku usaha
yang kesulitan dalam mengisi permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS,
memfasilitasi pelaku usaha yang akan mendaftarkan usahanya dengan caramenyediakan
komputer yang tersambung ke koneksi internet, dan membantu mengupload data yang
diserahkan kepada Dinas PMPTSP olehpemohon, mengarahkan para pelakuusaha yang
akan memenuhi komitmen izin lingkungan dengan cara merekomendasikan penyerahan
berkaske dinas terkait, menerbitkan izin mendirikan bangunan bagi pelaku usaha yang belum
memiliki IMB, dan bagi pelaku usaha yang telah memiliki IMB maka Dinas PMPTS mengecek
keaslian dari IMB tersebut, menerima berkas dari pelaku usaha terkait UKL- UPL dan AMDAL
yang kemudiandiupload oleh Dinas PMPTSP ke lamanOSS. Terakhir adalah peranan Dinas
PMPTSP sebagai evaluator adalah dengan mengecek keaslian data dan memvalidasi data-
data yang telah diupload oleh pelaku usaha di laman OSS.

Awal mula terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Medan yaitu merupakan gabungan dua instasi antara Badan Penanaman
Modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang sudah ada sejak tahun 2009. Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan sebuah
instansi penghubung utama antaradunia usaha dan pemerintah. DinasPenanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan didirikan pada akhir bulan
Desember 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat
Daerah.

Sejak terbentuknya DPMPTSP Kota Medan akhir bulan Desember 2016, Kepala
DPMPTSP Kota Medan baru yang dipimpin oleh Ir.Hj.Purnama Dewi, MM. Dinas Penanaman
Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan terletak di Jl. Jenderal
Besar A.H. Nasution No0.32 Lt.2, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan,
Sumatera Utara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kota Medan
diberimandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar
negeri, melalui penciptaaniklim investasi yang kondusif. Instansi ini tidak semata bertindak
sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, hamun juga sebagai fasilitatorantara
pemerintah dan investor. Setelah DPMPTSP Kota Medan terbentuk padaDesember 2016
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fungsinya bertambah sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu sesuai
Permendagri 100 tahun 2016, maka instansi ini tidak hanya bertugas untuk meningkatkan
jumlah investasi yang lebih besar dari dalam negeri maupun luar negeri, hamun juga
meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima sebagaimana yang tertuang
dalamKeputusan Menpan Nomor 81 tahun 1993, adapun prinsip layanan yangprima antara
lain : sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu. Fungsi
Perangkat Daerah urusan Bidang Penanaman Modal sebagaimana yang tertuang pada
Permendagri 100 tahun 2016 adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim
penanaman modal, promosi penanaman modal, perizinan penanaman modal,pengendalian
dan pelaksanaan penanaman modal serta pengolahan data dan informasi penanaman modal.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan pada dasarnya
terdiri dari pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri dari
pajak reklame, 1zin Mendirikan Bangunan (IMB), dan izin trayek. Dalam hal ini penulis akan
membahas tentang pendapat asli daerahmelalui pajak reklame dan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB).

a. Realisasi Pendapatan dari Pajak Reklame

Berdasarkan dari hasilpenelitian yang penulis lakukan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, penulis mendapatkan datapenerimaan Pajak
Reklame dari tahun 2017 persentase penerimaansebesar 23,64%, realisasi sebesar Rp.
22.310.887.054,51 dari target penerimaan sebesar Rp.94.352.375.000. Pada tahun 2018
persentase penerimaan sebesar 12,83%, realisasi sebesar Rp.13.766.232.677 dari target
penerimaan sebesar Rp.107.229.883.724. Pada Tahun 2019 persentase peneriman sebesar
15,77%, dari realisasi sebesar Rp.19.017.920.055 dari target penerimaan sebesar Rp.
120.544.873.783. Dari data tersebutdapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Reklame
Kota Medan dari tahun 2017-2019 tidak pernah memenuhi target yang telah ditetapkan,
sedangkan targetpenerimaan setiap tahunnya meningkat.

b. Realisasi Pendapatan dari IzinMendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang
diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilikbangunan untuk membangun baru,mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan  sesuai dengan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum
untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta bangunan untuk memiliki 1zin
Mendirikan Bangunan memiliki landasan hukum. Berikut landasan- landasan hukum Izin
Mendirikan Bangunan:

a) Undang-Undang Nomor 28Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
c) PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun

2002 tentang BangunanGedung.

d) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 83 Tahun 2017 (perubahan perwal nomor 98) tentang
Teknis PerhitunganRetribusi Dan Syarat Syarat Pengeluaran lzin.

Penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memperhatikan biaya
kegiatan dan tingkat penggunaan jasa pelayanan IMB dalam rangka pengendalian dan
pengawasan atas penyelenggaraan bangunan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi,
pemetaan, penelitian, pemeriksaan dan penatausahaan. Tingkat penggunaan jasa pelayanan
IMB yang dimaksud diukur dengan indeks tingkat penggunaan jasa, luasan bangunan
gedung, dan jumlah atau volume prasarana bangunan gedung serta harga satuan retribusi
bangunan gedung.

Upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Upaya peningkatan PAD bidang investasi di pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tengah covid-19 ini masyarakat tetap terlayani
dengan baik dengan standart pelayanan yang ada khususnya terhadap masyarakat yang
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menyampaikan permohonan perizinannya secara online. Oleh karena Kabid Perizinan dan
Tata Ruang Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menghimbau kepada masyarakat agar segera
mengurus izin yang dibutuhkan secara online karena prosesnya akan lebih cepat, aman dan
juga akurat, dan sejak satu April yang lalu telah membuka layanan perizinan secara online
melalui website https://sicantikui.layanan.go.id. Kanal website ini memberikan kemudahan
bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan sebab tidak perlu lagi datang secara fisik ke
kantor DPMPTSP.

Upaya Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam
mengatasi hambatan peningkatan pendapatan asli daerah di uraikan dalam pembahasan
berikut: 1. Upaya Yang Dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Medan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Berdasarkan dari hasil
wawancara yang telah penulis lakukan adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
penerimaan pajak rekalame yaitu: a. Melaksanakan monitoring terhadap reklame yang ada di
Kota Medan. DPMPTSP Kota Medan melakukan pendataan terhadap objek pajak reklame
dengan cara langsung pemeriksaan ke lapangan sehingga dapat diketahui reklame-reklame
yang tidak mempunyai izin. Jumlah reklame yang tidak berizin tiap tahunnya mengalami
kenaikan. Pihak DPMPTSP Kota Medan menindak lanjuti reklame tidak berizin tersebut
dengan cara mencopot reklame-reklame tersebut. Pada bulan Juli yang lalu, beberapa papan
reklame yang didirikan tanpa izin dibongkar oleh petugas, di antaranya papan reklame
berukuran 1 x 1,5 meter berada di Jalan HM Jhoni, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan
Medan Kota, berukuran 1 x 2 meter berada di Jalan Cirebon, Kelurahan Pasar Baru,
Kecamatan Medan Kota. b. Memberikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak apabila
masa berlaku penyelenggaraan atas Reklame telah habis, dan jika ingin diperpanjang maka
diharapkan untuk segera mengurus perpanjangan masa pajak dengan membayar pajak
sesuai perhitungan yang telah ditetapkan melalui SKPD. c. Menambah jumlah petugas dalam
mengawasi dan melakukan pemungutan pajak reklame yang bekerja sama dengan Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan reklame-reklame yang tidak berizin atau
reklame-reklame yang masa berlakunya sudah habis. Sudah lebih dari seribuan reklame yang
ditertibkan oleh Satpol PP sampai saat ini. d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
melalui himbauan-himbauan secara langsung dengan mendatangi Wajib Pajak yang belum
melunasi pajaknya. e. Merencanakan penataan pemasangan penyelenggaraan reklame
dengan adanya perencanaan tersebut maka akan memudahkan untuk melakukan pendataan
terhadap penyelenggaraan reklame. f. Perlunya pembinaan yang dilakukan petugas terhadap
wajib pajak reklame. g. Meningkatkan keterampilan dari petugas perlu dilakukan peningkatan
keterampilan terhadap bidang pendataan, penagihan maupun petugas yang berhubungan
langsung dengan pajak reklame, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan
keterampilannya. Peningkatan keterampilan tersebut dapat dilakukan melalui penataan atau
pelatihan. h. Perlunya mengetahui secara keseluruhan mengenai informasi perihal alamat
setiap perusahaan yang memasang reklame.

Upaya Yang Dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Dalam pemungutan retribusi pastinya akan ada kendala yang akan dihadapi dan dari
kendala tersebut pasti akan timbul upaya upaya yang dilakukan untuk menyeselasikan
masalah tersebut sama halnya dengan meningkatkan potensi dari menerimaan retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Medan oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan memiliki beberapa upaya untuk mengoptimalkan
penerimaan retribusi Izin Mendirikan Akan tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu Kota Medan tidak memiliki kewajiban penuh dalam upaya
mengoptimalkan Realisasi Penerimaan Kota Medan karena Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan lebih memiliki kewajiban di bidang Administrasi
atau memberi 1zin Mendirikan Bangunan (IMB). Berikut upaya upaya yang dilakukan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan untuk mengoptimalkan
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penerimaan retribusi 1zin Mendirikan Bangunan Kota Medan: a. Peningkatan pelayanan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan, seperti memberikan

penjelasan yang baik bagi pemohon IMB yang kurang mengerti prosedur pengurusan IMB,

baik secara langsung maupun online. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu

Pintu Kota Medan juga menyediakan website agar pemohon IMB dapat melakukan registrasi

pengurusan IMB secara online; b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu

Pintu Kota Medan memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada dalam memberikan

pelayanan maksimal kepada masyarakat khususnya para pemohon Izin Mendirikan

Bangunan (IMB); c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengusaha untuk

mendaftarkan bangunan yang dimiliki dengan lebih meningkatkan sosialisasi kepada

masyarakat tentang prosedur permohonan, tata cara dan pelaksanaan retribusi Hambatan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Kendala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, antara lain:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan
kewajiban pajaknya, ini sebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti
tentang ketetuan pembayaran pajak, dan masih ada pelaku usaha yang malas dan tidak
ingin membayar dan melaporkan pajaknya jika tidak ditagih oleh para petugas dari pajak
reklame.

2. Kurangnya jumlah petugas Kurangnya jumlah petugas yang menangani pajak reklame
dikarenakan adanya pemisahan/pemindahan wewenang yang semula ditangani oleh
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Perubahan tersebut
didasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2018. Jumlah petugas yang
menangani pajak reklame pada DPMPTSP Kota Medan adalah sebanyak 10 orang,
sedangkan di Kota Medan terdapat 3816 reklame yang masih berlaku sampai sekarang.

3. Kurangnya pemahaman atau pengetahuan wajib pajak Kurangnya pemahaman atau
pengetahuan wajib pajak mengenai pajak reklame dalam memenuhi kewajiban pajak
reklamenya. Meskipun ada wajib pajak yang memahami ketentuan-ketentuan tentang
Pajak Reklame, nyatanya para wajib pajak malas dan tidak ingin membayarkan dan
melaporkan pajaknya. Hal ini dikarenakan kurang pahamnya wajib pajak terhadap konsep
pajak itu sendiri. Sebagaimana kita tahu, manfaat dari pajak itu sendiri tidak dapat
dirasakan secara langsung yang menyebabkan wajib pajak berpandangan negatif
terhadap pajak. Kemudian masih ada sebagian besar masyarakat masih bingung tentang
permohonan pengajuan IMB. Masyarakat, masih tidak mengerti tentang syarat dan
perhitungan sesuai dengan isi dari Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2017 tentang
Teknis Perhitungan Retribusi Dan Syarat Syarat Pengeluaran lzin.

4. Belum adanya aturan yang jelas mengenai pajak reklame Belum adanya aturan yang jelas
mengenai pajak reklame, peraturan yang dipakai dalam pemungutan pajak reklame masih
menggunakan Peraturan Walikota Medan, belum adanya Peraturan Daerah yang khusus
untuk membahas pajak reklame sehingga tidak ada acuan yang mengikat tentang pajak
reklame.

5. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak
dalam hal izin perpanjangan masa penyelenggaraan reklame. Apalagi disaat situasi
pandemic covid-19 ini banyak pelaku usaha reklame yang mengalami penurunan
pendapatan, sehingga banyak yang tidak memperpanjang masa penyelenggaraan
reklamenya.

6. Wajib Pajak Reklame tidak mengetahui apa tujuan dan manfaat Wajib Pajak Reklame
tidak mengetahui apa tujuan dan manfaat dilakukannya pemungutan Pajak Reklame.
Dalam hal ini sangat diperlukan adanya sosialisasi kepada setiap Wajib Pajak Reklame
agar Wajib Pajak Reklame tahu apa yang menjadi kewajibannya dalam mendirikan
reklame.

7. Sumber daya Manusia Sumber daya manusia juga menjadi hambatan bagi Dinas
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Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk melaksanakan
tugas, fungsi dan wewenangnya. Hambatan utama dalam hal sumber daya manusia
adalah kurangnya kualitas karyawan untuk mengelola banyak pekerjaan yang harus
diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Medan.

8. Belum semua jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan. Belum semua jenis pelayanan
perizinan yang dilimpahkan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Medan. Jenis pelayanan yang belum dilimpahkan Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan meliputi izin membawa benda cagar
budaya keluar kabupaten, izin kepemilikan benda cagar budaya, izin praktek kerja
lapangan, izin kuliah kerja nyata dan pengabdian masyarakat, izin kerja tenaga kesehatan,
izin kerja perawat, izin kerja bidan, izin praktek tenaga ahli optik, izin lembaga
penyelenggara pendidikan anak usia dini, izin satuan pendidikan, izin pengeboran air
bawah tanabh, izin juru bor, izin usaha ketenaga listrikan untuk kepentingan sendiri, izin
usaha penunjang tenaga listrik, izin pendirian depot lokal migas, izin pendirian kilang
minyak dan gas bumi, izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus untuk mesin langka,
izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas, izin usaha pertambangan umum, izin
gudang bahan peledak, izin penggunaan alat berat, dan izin kios.

4. KESIMPULAN

Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan diantaranya dengan dengan melakukan
pemanfaatan terhadap pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang
terdiri dari pajak reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan izin trayek. Dalam hal ini
peningkatan pendapat asli daerah tersebut dilakukan terhadap pajak reklame dan lzin
Mendirikan Bangunan (IMB).

Upaya peningkatan PAD bidang investasi di pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tengah covid-19 ini masyarakat tetap terlayani
dengan baik dengan standart pelayanan yang ada khususnya terhadap masyarakat yang
menyampaikan permohonan perizinannya secara online. akan lebih cepat, aman dan juga
akurat, melalui website https://sicantikui.layanan.go.id. Webside Si Cantik Cloud merupakan
aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk
perizinan berusaha maupun layanan lain. Aplikasi Webside Si Cantik Cloud juga berbasis
cloud sehingga dapat diakses dari mana pun dan memiliki fitur cloud based and maintenance
free yang tidak perlu menyediakan domain, server, hosting, atau data center. Selain itu
penerapan.

Peraturan Walikota Medan Nomor 65 tahun 2018, penarikan pajak reklame diserahkan
kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS)bertentangan
dengan. Permendagri No. 138, dimana dalam Permendagri disebutkan DPMPTSP tidak ada
dibebani target PAD, hanya fokus untuk pelayanan perizinan. Seharusnya, Perwal yang
dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.

Hambatan realisasi penerimaan Pajak Reklame dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan diantaranya:
(1) Pajak Reklame, yaitu kurangnya jumlah petugas yang menangani Pajak Reklame,
kurangnya pemahaman atau pengetahuan wajib pajak reklame mengenai keentuan Pajak
Reklame, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memperpanjang izin penyelenggaraan
reklame. (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu sebagian besar masyarakat masih
bingung tentang permohonan pengajuan IMB, kesadaran wajib pajak dari badan maupun
pribadi untuk mendaftarkan bangunannya, serta perpindahan pelayanan Izin Mendirikan
Bangunan dari Dinas tata ruang Medan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Medan.
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